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KATA PENGANTAR

Kewarganegaraan dan masyarakat madani menjadi pembahasan
menarik karena ia tidak saja berkait dengan hubungan antarmanusia
dalam relasi-relasi humanisme, tetapi lebih jauh ia juga meletakkan ga-
gasan spiritual manusia. Gagasan spiritualisme manusia menghubung-
kan antarmanusia dalam relasi humanis untuk membentuk sebuah
komunitas manusia yang beradab. Buku ini mencoba menuangkan pe-
mikiran-pemikiran humanis-religius, dalam dinamika berbangsa dan
bernegara. Untuk itu kewarganegaraan dalam buku ini tidak saja dilihat
dari optik pemahaman keilmuan barat semata, tetapi juga dikaji dari
sudut optik berpikir keilmuan dalam peradaban Islam.

Pada Bab Pertama diulas mengenai arti penting pembelajaran
kewarganegaraan. Memahami bahwa pembentukan sebuah bangsa bu-
kanlah hal yang mudah, murah, dan bahkan remeh. Manusia Indonesia
sejatinya memahami posisinya dalam ruang dinamika berbangsa dan
bernegara. Membangun komunitas manusia yang menjunjung tinggi ni-
lai-nilai keadaban sesuai dengan hakikat Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab dalam Pancasila.

Bab Kedua diulas tentang hak dan kewajiban warga negara. Setiap
warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam bernegara. Ga-
gasan berdemokrasi dalam ruang keindonesiaan dan ke-bhinneka tunggal
ika-an coba untuk diulas. Bab ketiga diulas mengenai makna-makna
demokrasi. Demokrasi tidak saja diulas dalam pemaknaan optik barat
melainkan juga dengan pemaknaan Islam. Bab Keempat diulas tentang
good governance, sebuah keterbukaan dalam ruang publik. Pemerintah
dengan segala aspeknya dituntut untuk mampu memberikan pelayanan
yang baik kepada rakyatnya.

Bab Kelima diulas tentang arti penting integrasi nasional. Perma-
salahan integrase nasional menjadi hal yang penting untuk diulas, kare-
na beragam potensi disintegrasi masih mengancam soliditas berbangsa



——e

KEWARGANEGARAAN DAN MASYARAKAT MADANI

dan bernegara Indonesia. Hal ini akan berkait erat denga kondisi geo-
politik Indonesia yang diulas dalam Bab ketujuh. Bab keenam mengulas
mengenai hak azasi manusia. Konsep dan pemaknaan hak azasi manusia
dalam ruang dinamika barat dan Islam dibahasa dalam bab ini. Bab
kedelapan mengulas pendidikan karakter manusia Indonesia. Manusia
Indonesia yang syarat nilai baik nilai-nilai humanis maupun spiritual
coba untuk dibahas dalam bab ini. Bab kesembilan mengulas otonomi
daerah sebagai bentuk konkret dalam demokrasi bernegara. Bab kese-
puluh mengulas civil society atau masyarakat madani. Masyarakat ma-
dani menjadi pembahasan yang menraik karena ia menjadi bentuk
nyata bagaimana masyarakat Pancasila dibentuk. Bab kesebelas mem-
bahas konstitusi sebagai bentuk sebuah kekuasaan itu dibatasi guna
melindungi hak-hak warga negara. Pada bab terakhir diulas tentang
globalisasi. Globalisasi bukanlah hal yang baru, tetapi ia telah terjadi
sejak lama, yaitu sejak banyak peradaban dan kebudayaan saling ber-
temu.

Penulisan buku ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan
dari beragam pihak. Untuk itu kami selaku tim penulis mengucapkan
terima kasih kepada:

= Rektor dan para Wakil Rektor beserta seluruh pimpinan Universitas
Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan dukungan dan bantuan
kepada tim penulis untuk mewujdukan buku ini.

= Pimpinan Kepala Pusat Integrasi Islam dan MKU Universitas Al-
Azhar Indonesia atas dukungan yang positif dalam proses pem-
buatan buku ini sejak awal.

= Pimpinan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
serta rekan-rekan staf pengajar matakuliah Pancasila dan juga ma-
takuliah Kewarganegaraaan Universitas Al-Azhar Indonesia yang
telah memberikan dukungan kepada kami selaku tim penulis untuk
mewujudkan hadirnya buku ini.

= Semoga buku sederhana ini dapat memberikan manfaat dan sum-
bangsih pemikiran terhadap gagasan nilai-nilai Kebangsaan Indo-
nesia yang terus harus ditumbuhkan bagi setiap generasi.

Jakarta, 9 Januari 2019

Tim Penulis
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1
PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indo-
nesia sistem pendidikan nasional merupakan pranata sosial yang secara
konstitusional diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban
bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa. Dalam konteks itu, tujuan dan proses pendidikan seyogianya
diarahkan untuk menghasilkan individu terdidik yang cerdas, yang da-
lam waktu yang bersamaan secara kolektif mampu membangun kehi-
dupan bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Oleh
karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai
wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter (nation and
character building).

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas)
dengan sistem pendidikan nasional diharapkan terwujudkan proses
“berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
dan bertanggung jawab.” Kualitas pribadi peserta didik sebagai anak
bangsa dan pemilik masa depan bangsa yang ideal tersebut diyakini
akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan
negara Indonesia sepanjang zaman. Dengan kata lain keberadaan dan
keberlanjutan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia
sangat ditentukan oleh kualitas pribadi dan komitmen kolektif selu-
ruh komponen bangsa yang: (1) memancarkan nilai dan moral Panca-
sila; (2) menjaga kontitusionalitas kehidupan sesuai dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) membangun
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HAK DAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA

A. HAK DAN KEWA]IBAN DALAM BERDEMOKRASI

Membahas tentang hak dan kewajiban warga negara hendaknya di-
laksanakan secara bersamaan (simultan) artinya di dalam hak mengan-
dung juga kewajiban, begitu pula sebaliknya, jadi pembicaraan tentang
hak dan kewajiban tidak bisa dilakukan secara terpisah (parsial), sebab
kehidupan warga negara mengandung kewajiban-kewajiban tertentu
terhadap negara, begitu pula negara menjamin dan melindungi hak-hak
warga negara. Hak dan Kewajiban warga negara telah diatur dalam per-
aturan perundang-undangan negara yang sedang berlaku, khususnya
tentang hak asasi manusia.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipa-
hami tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah
sesuatu yang melekat pada diri seseorang sebagai ciptaan Tuhan agar
mampu menjaga harkat, martabatnya dan keharmonisan lingkungan.
Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada diri
manusia dengan sifatnya yang universal dan abadi.

Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak
boleh diabaikan, tidak boleh dikurangi dan dirampas oleh siapa pun.
Hak asasi manusia perlu mendapat jaminan atas perlindungannya oleh
negara melalui pernyataan tertulis yang harus dimuat dalam UUD
negara. Peranan negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39/1999
tentang HAM menyatakan bahwa negara, hukum dan pemerintah serta
setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi
hak asasi manusia.

Di negara demokrasi yang menjunjung hukum bahwa tidak ada
perbedaan antara orang yang mampu dan tidak mampu dalam meneri-
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DEMOKRASI

A. ARTI DAN MAKNA DEMOKRASI

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya
rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi artinya pemerin-
tahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan
yang sangat menentukan. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis,
peranan rakyat sangat menentukan. Rakyat merupakan sumber kedau-
latan negara. Oleh karena itu, siapa pun yang berkuasa haruslah berto-
lak dari kepentingan rakyat.

Istilah demokrasi, pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya
di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang ber-
laku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil.
Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh
pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu
diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan
pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan menge-
nai kemasyarakatan.

Karena rakyat itu serta dalam pemerintahan secara langsung, pe-
merintahan pada saat itu disebut pemerintahan demokrasi langsung.
Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat kita lihat di dalam
pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat
desa itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana
sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti
padi atau pisang. Rakyat memberikan suara kepada calon masing-
masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi ke dalam tabung bambu
milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyaklah
yang terpilih menjadi kepala desa. Di samping memilih kepala desa, pa-
da hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai
desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan ber-
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KETERBUKAAN
PEMERINTAHAN DAN
GOOD GOVERNANCE

A. PENGERTIAN KETERBUKAAN PEMERINTAHAN

Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan in-
formasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keter-
bukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat
dalam kehidupan bernegara. Adanya keterbukaan tidak terlepas dari
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkem-
bangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidak mungkin untuk
menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan de-
mikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan
mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam
rangka menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk.

Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas
teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan infor-
masi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti.
Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi
sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya keterbukaan akan meng-
akibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial.

Akan tetapi, keterbukaan akan memengaruhi berbagai aspek kehi-
dupan di suatu negara. Dilihat dari aspek sosial-budaya, keterbukaan
akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya barat
yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat
dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh
dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai de-
ngan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, munculnya



5
INTEGRASI NASIONAL

A. PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “integrasi” dan “na-
sional”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate, artinya menyatu-
padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan
yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation
yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi
nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

1. Secara politis
Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelom-
pok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang mem-
bentuk suatu identitas nasional.

2. Secara antropologis
Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di
antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai
suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajib-
an yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara
kita harus bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban sebagai
warga negara yang baik (good citizenship). Jangan sampai menyalahgu-
nakan hak karena banyak sekali orang yang bisa seenaknya melakukan
sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang
yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga ne-
gara. Perilaku ini bisa dijadikan salah satu contoh perilaku yang bisa
merugikan masyarakat lain, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran
akan hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga
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HAK ASASI MANUSIA

A. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha
Esa dengan segala kesempurnan-Nya. Salah satu kesempurnaan yang
diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah “akal dan pi-
kiran” yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan
dan dilahirkan manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada
dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak itu disebut
juga dengan hak asasi manusia (HAM).

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat
pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan
Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat
dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan
harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia
terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan
hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit
untuk menegakkan hak asasi lainnya.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan
penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut
kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat
tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan se-
cara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewa-
jiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak da-
sar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya.

Selanjutnya, John Locke seorang ahli ilmu negara dalam Trubus Ra-
hardiansyah (2012: 13) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah
hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta seba-
gai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apa pun
di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi
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GEOPOLITIK

Geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi atau
planet bumi, dan politik yang secara leksikal mengandung arti segala
sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pe-
merintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara
atau terhadap negara lain. Berdasarkan pengertian ini dapat ditarik ke-
simpulan bahwa pembahasan geopolitik berkaitan dengan permasalah-
an wilayah teritorial, keadaan geografis, sejarah, ilmu sosial, politik,
strategi, dan kebijaksanaan. Untuk itu, geopolitik setiap negara akan
berbeda-beda. Hal ini disebabkan kondisi wilayah yang berbeda-beda.

Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara
determinis dan negara posibilitis. Negara determinis merupakan negara
yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut. Ne-
gara dalam posisi seperti ini biasanya berada pada wilayah yang diapit
oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik
atas kebijakan kedua negara adikuasa tersebut.

Negara posibilitis merupakan negara yang tidak menerima penga-
ruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun
saling berdekatan. Negara posibilitis biasanya hanya bersinggungan de-
ngan faktor-faktor intern, seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer.

Berdasarkan penggolongan negara tersebut, dijelaskan bahwa beta-
pa pentingnya wilayah geografis sebuah negara. Hal ini juga berkaitan
langsung dengan peranan dari geopolitik itu sendiri yang disebutkan,
sebagai berikut:

1. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam
negara tersebut.

2. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi
dan kondisi alam.

3. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri.
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PENDIDIKAN KARAKTER

A. ARTI, SEJARAH, DAN TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER

Persoalan budaya dan karakter bangsa merupakan isu yang menge-
muka di masyarakat saat ini. Korupsi, tindakan asusila, kekerasan, per-
kelahian massa, pelanggaran hak asasi manusia, pencurian, pembunuh-
an, kehidupan ekonomi yang konsumtif serta kehidupan politik yang
tidak produktif adalah sebagian dari kecil dari kasus terkait moralitas
bangsa. Fenomena tersebut adalah sebagian kecil dari sekian banyak
indikasi menurunnya kualitas karakter bangsa. Masyarakat luas telah
mengajukan berbagai alternatif penyelesaian, seperti pembuatan per-
aturan, perundang-undangan, peningkatan upaya pelaksanaan hukum
yang lebih mantap.

Indonesia berada dalam tahap krisis yang paling parah, korupsi me-
rajalela dan menggurita, tindakan kekerasan (banalitas) di mana-mana
baik di ranah publik maupun ranah privat, tindakan terorisme, perila-
ku seksual yang menyimpang, tindak kejahatan dan kriminalitas yang
semakin hari semakin mengkhawatirkan, degradasi moral dan akhlak,
ketimpangan sosial yang semakin melebar.

Alternatif lain yang kerap diangkat ke permukaan untuk mengatasi,
atau minimal mengurangi masalah di atas, adalah melalui pendidikan.
Usaha yang bersifat preventif ini diharapkan mampu mengembangkan
kualitas generasi muda bangsa sehingga dapat mengurangi berbagai
masalah budaya dan karakter bangsa. Memang tidak dapat dimungkiri,
bahwa pendidikan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang
tidak sederhana untuk dapat dilihat dampaknya, namun demikian, pen-
didikan memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

Pendidikan karakter merupakan investasi nilai kultural yang memba-
ngun watak, moralitas dan kepribadian masyarakat yang dilakukan da-
lam waktu panjang, kontinu, intens, konstan, dan konsisten. Dengan
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OTONOMI DAERAH

A. DESENTRALISASI

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda,
yaitu de yang berarti lepas, dan centrum yang berarti pusat. Dengan de-
mikian, desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat.

Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang
desentralisasi, yakni kelompok Anglo Saxon dan Kontinental. Kelompok
Anglo Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewe-
nang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada
di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-ba-
dan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian ke-
kuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti
dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputus-
an baik secara politis maupun secara administratif.

Adapun kelompok Kontinental membedakan desentralisasi menjadi
dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desen-
tralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan
dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran peker-
jaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pembe-
rian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya guna
mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara.

Menurut ahli ilmu tata Negara Dekonsentrasi merupakan pelimpah-
an kewenangan dari alat perlengkapan negara di pusat kepada instansi
bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyeleng-
garaan pemerintahan. Pemerintah pusat tidak kehilangan kewenangan-
nya karena instansi bawahan melaksanakan tugas atas nama pemerin-
tah pusat.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah ke-
pada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di
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CIVIL SOCIETY

A. HAKIKAT CIVIL SOCIETY

Konsep civil society sebenarnya mulai berkembang di Barat, yang
selanjutnya oleh banyak bangsa dan masyarakat di negara berkembang
termasuk Indonesia yang secara antusias diikaji, dikembangkan, dan
dieliminasi sesuai dengan realisasi empiris yang dihadapi oleh negara-
negara berkembang. Di Indonesia pembicaraan dan pembahasan me-
ngenai civil society sudah mulai ramai semenjak akhir tahun 1970-an
sampai sekarang. Dari awal kemunculan sampai sekarang istilah civil
society sering kali memiliki istilah yang berbagai macam.

Menurut Gellner (1995) dalam (Trubus Rahardiansyah, 2014: 300)
menyatakan bahwa masyarakat adab sebagai terjemahan bahasa Ing-
gris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa latin,
yaitu civitas dei yang artinya Kota Ilahi dan society yang berarti masya-
rakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti
peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai ko-
munitas masyarakat kota, yakni masyarakat yang telah berperadaban
tinggi. Konsepsi ini pada awalnya merujuk pada praktik bernegara da-
lam dunia Islam pada saat itu di kota Madinah.

Sebaliknya, lawan dari kata atau istilah masyarakat madani ada-
lah kaum pengembara, badawah, yang masih membawa citranya yang
kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tra-
disional penuh mitos dan tahayul, lebih banyak memainkan kekuasaan
dan kekuatan, sering menindas dan bersifat negatif lainnya. Masyarakat
yang seperti ini jauh dari peradaban modern, mereka bersifat barbar
dan sadis.

Pemikir politik Islam, Dawam Rahadjo (1999) dalam (Trubus Rahar-
diansyah, 2014: 300), menyatakan bahwa masyarakat madani merupa-
kan terjemahan dari bahasa Inggris, civil society. Istilah civil society sudah
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KONSTITUSI

A. PENGERTIAN KONSTITUSI

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yakni constituer yang
berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan ialah
pembentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua
kata, yaitu cume dan ctatuere. Cume adalah suatu preposisi yang berar-
ti “bersama dengan ...”, sedangkan statuere berasal dari kata sta yang
membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itu,
kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri” atau men-
dirikan (menetapkan). Dengan demikian, bentuk tunggal (constitutio)
berarti menetapkan sesuatu bersama-sama dan bentuk jamak (constitu-
siones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.

Secara etimologi antara kata konstitusi, konstitusional dan konsti-
tusionalisme memiliki makna yang sama, namun penggunaan dan
penerapannya yang berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan
aturan mengenai ketatanegaraan (UUD dan sebagainya), atau undang-
undang dasar suatu negara. Konstitusional adalah suatu tindakan atau
perilaku yang harus selalu didasarkan kepada konstitusi yang ada. Ada-
pun konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan ke-
kuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.

Konstitusi dalam pengertian sehari-hari dipahami sebagai naskah
tertulis. Hal ini perlu diungkapkan terlebih dahulu mengingat adanya
dikotomi mengenai arti konstitusi sebagai suatu naskah tertulis dan se-
bagai keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan keselu-
ruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang meng-
atur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diseleng-
garakan dalam suatu masyarakat (Miriam Budiadjo, 2000).



12
GLOBALISASI

Globalisasi merupakan istilah yang sering kali kita dengar melalui
obrolan sehari-hari, maupun dari media massa. Globalisasi secara sem-
pit yang sering kali dipahami oleh para siswa adalah meningkatkan ber-
bagai macam barang barang yang diproduksi melalui perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Barang-barang seperti komputer,
handphone, mobil dan sebagainya adalah identik dengan globalisasi, pa-
dahal globalisasi memiliki arti dan makna yang sangat luas dalam kon-
teks kehidupan sehari hari manusia.

Kata globalisasi merupakan terjemahan bebas dari kata bahasa
Inggris “globalization”. Kata ini berasal dari dua kata,x yaitu “globe” yang
berarti bumi atau dunia dan “ization” yang berarti proses. Jadi, dari sisi
etimologis, globalisasi dapat kita pahami sebagai proses mendunia. Kata
globalisasi dipopulerkan oleh Theodore Lavitte pada tahun 1985. Istilah
itu menunjukkan pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global
bahwa dunia adalah sebuah lingkungan yang terbangun sebagai satu
kesatuan yang utuh. Di Perancis, kata itu disebut dengan mondialisation,
di Spanyol dan Amerika Latin disebut globalization, adapun orang Jer-
man menyebutnya dengan globalisierung (Anthony Giddens, 2001: 2).

Globalisasi memunculkan proses tatanan masyarakat yang mendu-
nia dan tidak lagi mengenal batas batas wilayah sehingga suatu negara
tidak dapat mengisolasi diri dari pergaulan budaya luar. Tidak ada de-
finisi yang baku mengenai globalisasi. Pihak yang mendukung globalisasi
mendefinisikan secara positif; mereka memahami globalisasi sebagai
suatu proses yang membawa penduduk bumi ini menuju suatu tatanan
hidup yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, pihak yang antiterhadap
globalisasi memahami globalisasi sebagai ancaman bagi negara negara
sedang berkembang, melihat globalisasi sebagi suatu proyek bagi se-
gelintir pemilik modal (kaum kapitalis) untuk mengendalikan ekonomi
dunia.



—® KEWARGANEGARAAN DAN MASYARAKAT MADANI

5. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan memberikan ruang ge-
rak yang bebas bagi para pengusaha dan indutri di dalam negeri.
Negara harus memfasilitasi dan memberikan insentif yang mam-
pu menggerakkan perindustrian di dalam negeri dan mampu me-
rangsang generasi muda untuk berkarya dan menjadi seorang yang
berwirausaha. Dengan adanya peran negara ini, diharapkan akan
mampu menggerakkan perekonomian nasional secara makro.
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